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Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa pembangunan semua jenis bangunan gedung harus
mempertimbangkan kondisi geologis dan topografis yang
aman bagi bangunan gedung di dalam tanah berdasarkan
studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52
ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

bahwa Pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi
Papua Tengah merupakan faktor penunjang dalam
pemberian pelayanan oleh Pemerintahan Daerah kepada
masyarakat secara cepat, tepat, cermat, dan akuntabel;

bahwa regulasi tentang studi kelayakan rencana percepatan
pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua
Tengah merupakan alas hukum penunjang dalam
melaksanakan segala kegiatan dalam proses pembangunan
pusat pemerintahan dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Studi Kelayakan Rencana
Percepatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Papua Tengah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran negara Republik
indonesia Nomor 26 tahun 2021, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STUDI KELAYAKAN
RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

S. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan, Otonomi
Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah
Provinsi Papua Tengah.

6. Studi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan oleh Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam
rangka pembangunan kawasan pusat pemerintahan
Daerah.

BAB II
STUDI KELAYAKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka Pembangunan kawasan pusat pemerintahan,
Pemerintah Daerah melaksanakan studi kelayakan yang
bertujuan:
a. untuk menilai kelayakan pembanguan;
b. memitigasi potensi bencana; dan
c. meminimalisasi kerugian investasi Pemerintah Daerah

dalam melakukan pembangunan,;

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan.

(3) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 12 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

N

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

STUDI KELAYAKAN RENCANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN TANAH

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di
dunia. Letak geografis negara kesatuan RI selain memberikan
keberagaman dan kekayaan luarbiasa bagi Indonesia, namun kondisi ini
juga memberikan dampak negative terhadap pemerataan pembangunan.
Banyaknya kepulauan dan luasnya lautan yang memisahkan kepulauan
Indonesia menyebabkan sulit dan besarnya biaya pembangunan. Sebagai
upaya pelaksanaan UUD 1945 dalam mewujudkan masyarakat yang adil
dan Makmur, pemerintah terus berupaya membanguan diseluruh wilayah
Indonesia. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya bertumpu di
salah satu pulau saja. Tidak meratanya pembangunan dapat
menyebabkan kesenjangan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
yang padaakhirnya dapat menyebabkan perpecahan.

Untuk itu dalam upaya pemerataan pembangunan, salah satu upaya
yang dilakukanpemerintah adalah dengan melakukan pemecahan wilayah
dari mulai tingkat desa hingga provinsi. Tujuannya adalah dengan
memperkecil luas wilayah akan meningkatkan mutu pelayanan publik dan
jangkauan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dengan
pemekaran provinsi atau kabupaten akan memicu aktivitas pemerintahan
dan aktivitas social ekonomi. Hal ini tentunya akan meningkatkan
perekonomian daerah. Selain itu tentunya pembangunan infrastruktur dan
fasilitas pemerintahan akan menjadi pendorong pertumbuhanekonomi dan
perputaran siklus ekonomi. Hal ini lah yang melatarbelakangi pemekaran
provinsi di wilayah Papua dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi.

Provinsi Papua Tengah adalah salah satu Danaliaerah Otonomi Baru
di tanah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 15
tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dalam
melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah Perlu melakukan
berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan penyiapan sarana
dan prasarana Pemerintahan. Atas pertimbangan tersebut maka perlu
dilakukan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung kantor
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pendukung
lainnya, maka tahap awal dalam pengadaan tanahadalah penyusunan studi
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kelayakan sebagai dasar penyusunan DPPT perencanaan Pembangunan
Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dengan penyusunan Studi
Kelayakan dan DPPT yang baik delengkapi dengan data awal yang baik
diharapkan proses pelaksanaan pengadaan tanah dapat berlajalan lancer
dan baik.
MAKSUD RENCANA PEMBANGUNAN

Maksud penyusunan dokumen Studi Kelayakan Rencana
Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah adalah
melakukan kajian secara komprehensif terhadap dampak pembangunan
Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah terhadap Negara dan
masyarakat baik dampak positif maupun negatif dari aspek tata
kepemerintahan, tata ruang, aspek ekonomi, sosial dan budaya.
TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

Tersusunnya dokumen studi kelayakan Rencana Pembangunan
Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai dasar penyusunan
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang akan digunakan
sebagai dasarPenetapan Lokasi oleh Gubernur Papua Tengah.
DASAR HUKUM
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,;

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang
Cipta Kerja;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
NasionalNo 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.
19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

5) Undang-Undang No. 15 tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah.
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BAB II
KESESUAIAN TATA RUANG WILAYAH

2.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang
Kabupaten sebagaipusat pertumbuhan ekonomi didukung sektor pertanian,
perdagangan, jasa, pertambangan dan sektor-sektor lainya yang berbasis
mitigasi bencana dan lingkungan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:
a. pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan jasa perdagangan skala

regionalsesuai daya dukung dan daya tampung wilayah;

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan
prasaranatransportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh
wilayah Kabupaten;

c. peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung;

d. peningkatan mitigasi bencana pada kawasan dengan tingkat kerawanan
bencanatinggi;

e. pengembangan dan optimalisasi kawasan budidaya pertanian,perkebunan,
dankawasan budidaya lainnya serta kawasan pertambangan secara
berkelanjutan;

f. pengembangan kawasan strategis sesuai penetapan dan sudut
kepentingannya; dan

g. pengembangan/peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara

Lokasi Rencana Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Gedung

Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah berada di Distrik Wanggar, Distrik

Wanggar sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, sebagai

system pemerintahan dan perkotaan :

Kawasan Strategis Kabupaten
(1) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya; dan
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan dayadukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi
terdiri atas:
Kawasan Perkotaan Nabire di Distrik Nabire;
. Kawasan Perkotaan Unipo di Distrik Siriwo;
Kawasan Perkotaan Topo di Distrik Uwapa;
. Kawasan Agropolitan Wanggar di Distrik Wanggar;
Kawasan Agropolitan Lagari di Distrik Makimi;
Kawasan Wisata Bahari di Distrik Kepulauan Moora; dan
g. Kawasan Pusat Pemerintahan di Distrik Wanggar.
(3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

terdapat diDistrik Teluk Umar, Distrik Yaur, Distrik Teluk Kimi, Distrik
Kepulauan Moora, Distrik Siriwo,dan Distrik Uwapa.

o a0 o

(4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan



daya dukung lingkungan hidup.
(5) Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Distrik Yaur dan Distrik
Teluk Umar.
Sistem Pusat Kegiatan
Sistem pusat kegiatan terdiri atas:
a. sistem perkotaan; dan

b.sistem perkampungan.
Sistem Perkotaan terdiri atas:

a.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
c.Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp); dan

d.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
(1) PKW yaitu perkotaan Nabire.

(2) PKL sebagaimana terdiri atas:

a.perkotaan Topo di Distrik Uwapa; dan

b. perkotaan Karadiri di Distrik Wanggar;
(3) PKLp yaitu perkotaan Lagari Jaya di Distrik Makimi.
(4) PPK terdiri atas:

a. perkotaan Kwatisore di Distrik Yaur;
. perkotaan Napan di Distrik Napan,;
perkotaan Samabusa di Distrik Teluk Kimi;
. perkotaan Bumi Raya di Distrik Nabire Barat;
perkotaan Yeretuar di Distrik Teluk Umatr;
perkotaan Kamarisano di Distrik Wapoga;
perkotaan Unipo di Distrik Siriwo;

TR0 e

. perkotaan Yaro Makmur di Distrik Yaro;

1. perkotaan Dikia di Distrik Dipa;

J. perkotaan Lokodimi di Distrik Menou; dan

k. perkotaanArui di Distrik Kepulauan Moora.
(5) PKL, PKLp, dan PPK diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
(6) Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Sebagai Kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan, berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Nabire Tahun 2018-2038, berikut system pendukung untuk hal tersebut:

Sistem Jaringan Transportasi Darat
Jalan Nasional terdiri atas:

a. Jaringan Jalan Arteri Primer (JAP) meliputi:

1. Bedudipa — Batas Kota Nabire;

2. JIn. Jend. Sudirman (Nabire);

3. JIn. Perintis (Nabire);

4. Batas Kota Nabire - Wanggar;

5. JIn. Trikora (Nabire);

6. JIn. Siliwangi (Nabire);

7. JIn. Kristina Marta Tiahahu (Nabire);

8. Wanggar — Kwatisore (Batas Provinsi Papua Barat);dan

9. Lagari-Wapoga (Batas Kabupaten Waropen).

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) meliputi:

1. Batas Kota Nabire — Kimibay;

2. JIn. Sisingamangaraja (Nabire);
3. JIn. Yos Sudarso (Nabire);

4. JIn. R.E. Martadinata (Nabire);
5. Kimibay — Legare; dan

6. Lagari-Siriwo-Topo-Yaro.

Sistem Jaringan Transportasi Laut
Sistem jaringan transportasi terdiri atas:

a. pelabuhan pengumpul;




pelabuhan pengumpan;
pelabuhan khusus;
pelabuhan lokal; dan
alur pelayaran.
(1) Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Samabusa di Distrik Teluk Kimi.
(2) Pelabuhan pengumpan terdiri atas:

a. pelabuhanPulau Moor di Distrik Kepulauan Moora;

b. pelabuhan Pulau Mambor di Kepulauan Moora;

c. pelabuhan Napan di Distrik Napan; dan

d. pelabuhan Kwatisore di Distrik Yaur.
(3) Pelabuhan khusus terdiri atas:

a. pembangunan pelabuhan kelapa sawit di Distrik Yaro;
pembangunan pelabuhan plywood di Distrik Yaro;
pembangunan pelabuhan logistik Pertamina di Nabarua, Distrik Nabire;
pembangunan pelabuhan logistik PLN di Kalibobo, Distrik Nabire;
pembangunan pelabuhan logging di Distrik Wanggar;
pembangunan pelabuhan logging di Distrik Teluk Kimi; dan

pembangunan pelabuhan logging di Distrik Makimi
4) Pelabuhan lokal terdiri atas:

a. pembangunan pelabuhan lokal di Distrik Teluk Umar; dan
b. pembangunan pelabuhan lokal Samabusa di Distrik Teluk Kimi;

® a0 @
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(5) Alur pelayaran terdiri atas:
a. Nabire — Wasior — Manokwari; dan

b. Nabire - Waren — Serui — Biak.
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas:

a. tatanan kebandar-udaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan

(1) Tatanan kebandarudaraan meliputi:
a.bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu BandarUdara
Douw Aturure di Distrik Wanggar; dan

b.bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Nabire di Distrik Nabire.

(2) Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk
bandarudara.

Jaringan prasarana air baku untuk air bersih
Jaringan prasarana air baku untuk air bersih terdiri atas:

a. peningkatan pelayanan air bersih;
Bendungan Kalibumi di Distrik Nabire Barat;
Bendung Biha di Distrik Makimi;

Bendung Maidey di Distrik Makimi;

Bendung Nuhoa di Distrik Makimi;

Bendung Manunggal Jaya di Distrik Makimi;
Bendung Wanggar di Distrik Wanggar;
Bendung Sungai Lagari di Distrik Makimi;
Bendung Kali Topo SP 4 Topo di Distrik Uwapa,;
Bendung Sungai Yaro SP 1 di Distrik Yaro;
Bendung Kaladiri 1 di Distrik Wanggar; dan
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. Bendung Sungai Wami di Distrik Yaur.
Sistem prasarana pengelolaan lingkungan

Sistemn prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas:
a. sistem pengelolaan persampahan;
b. sistem pengelolaan limbah; dan

c. sistem jaringan drainase.
Sistem pengelolaan persampahan terdiri atas:

a. pola individual langsung dengan cara membuang langsung ke Tempat
Penampungan Sementara (TPS) maupun Tempat Pemprosesan Akhir (TPA);

b. pola komunal konvensional dengan cara melalukan pengelolaan sampah
yang terdiri atas pengumpulan secara kolektif dari sumber sampah ke
tempat pembuangan;

c. pola komunal dengan sistem mengurangi, menggunakan kembali, daur
ulang dengan cara melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga
maupun di Tempat Penampungan Sementara serta melakukan pengolahan
dan daur ulangsampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikembangkan di Wanggar Makmur,
Distrik Wanggar dan Samabusa di Distrik Teluk Kimi dengan menggunakan
metode Controlled Landfill;

a. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikaji
melalui penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten dan diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundangundangan terkait.

b. Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) eliputi:

1. TPST Distrik Nabire;

2. TPST Distrik Nabire Barat;
3. TPST Distrik Wanggar; dan
4. TPST Distrik Teluk Kimi.

c. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:

1. TPS Distrik Nabire;

2. TPS Distrik Nabire Barat;
3. TPS Distrik Wanggar; dan
4. TPS Distrik Teluk Kimi.

d. Pengelolaan persampahan skala lingkungan berbasis masyarakat dengan
cara 3R (reduce, reuse, dan recycle) secara terpadu dan mandiri.

Sistem pengelolaan air limbah terdiri atas:

a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan pipanisasi dari sumber
dikembangkan di kawasan Wanggar Makmur di Distrik Wanggar dan
Samabusa di Distrik Teluk Kimi;

b. Instalasi Pengolahan Air Limbah dikembangkan di kawasan industri, rumah
sakit,dan kawasan lain yang menghasilkan limbah cair.

c. pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan air limbah permukiman
perkotaan meliputi:
1.Distrik Nabire;
2.Distrik Nabire Barat;
3.Distrik Wanggar;



4. Distrik Teluk Kimi;
S5.Distrik Makimi;
6.Distrik Yaro;
7.Distrik Uwapa;
8.Distrik Napan; dan
9. Distrik Siriwo.

Selain sistem pendukung untuk kawasan pusat pemerintahan dan
perkotaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun 2018-2038, harus
diperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi kendala atau potensi
permasalahan :

Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

a. kawasan rawan banjir;dan

b. kawasan rawan tanah longsor.
Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mencakup:
a. WS Omba terdiri atas:
1. DAS Ayayege di Distrik Yaur;
DAS Bawei di Distrik Teluk Umar;
DAS Kamorawa di Distrik Yaur;
DAS Nanggubi di Distrik Teluk Umar;
DAS Sieba di Distrik Yaur;
DAS Waabu di Distrik Yaur;
DAS Wami mencakup Distrik Menou, Distrik Yaro, dan Distrik Yaur;
DAS Waroromi di Distrik Yaur;
DAS Watori di Distrik Teluk Umar; dan
10.DAS Yaratua di Distrik Teluk Umar.
b. WS Wapoga — Mimika terdiri atas:
1. DAS Awaar di Distrik Kepulauan Moora;
DAS Kimbo mencakup Distrik Makimi dan Distrik Teluk Kimi;
DAS Kimi mencakup Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi;
DAS Lagari di Distrik Makimi;
DAS Musairo di Distrik Makimi;
DAS Nabire mencakup Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat,
Distrik Uwapa,dan Distrik Wanggar;
DAS Napan mencakup Distrik Makimi dan Distrik Napan;
DAS Olifants di Distrik Wapoga;
9. DAS Siriwo mencakup Distrik Dipa, Distrik Makimi,
Distri,Siriwo, dan DistrikUwapa;
10. DAS Utama di Distrik Kepulauan Moora;
11. DAS Wanggar mencakup Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik.
Uwapa,Distrik Wanggar, dan Distrik Yaro;
12. DAS Wesara mencakup Distrik Makimi dan Distrik Napan; dan
13. DAS Yuwar mencakup Distrik Makimi, Distrik Napan dan Distrik
Wapoga.
(3)Kawasan rawan tanah longsor tersebar di Distrik Menou, Distrik Dipa, Distrik
Siriwo, Distrik Uwapa, Distrik Yaro, Distrik Yaur, Distrik Nabire Barat, Distrik
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Nabire, Distrik Makimi, dan Distrik Teluk Kimi.

Bebrapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan
pusat pemerintahan dan perkotaan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire Tahun
2018-2038, yaitu:

Kawasan Lindung Geologi, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:

a.kawasan rawan tsunami di pesisir pantai utara Kabupaten; dan

b.kawasan rawan gempa bumi tersebar di Distrik Nabire, Distrik Wanggar,
Distrik Makimi, dan Distrik Yaro.
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa

KawasanCekungan Air Tanah (CAT) meliputi :
a. CAT Agamanan di Distrik Yaur dan Distrik Yaro;
b.CAT Warem-Demta di Distrik Napan dan Distrik Wapoga;

c. CAT Nabire di Distrik Wanggar, Distrik Nabire Barat, Distrik Nabire, Distrik
Teluk Kimi;

d.CAT Lagari di Distrik Makimi; dan
e. CAT Ulawa di Distrik Uwapa.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
a. Hutan Produksi tetap (HP);
b. Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan

c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
Hutan Produksi tetap (HP) dengan luas kurang lebih 160.100 (seratus

enam puluh ribu seratus) hektar tersebar di Distrik Makimi, Distrik Napan,
Distrik Siriwo, Distrik Teluk Kimi, Distrik Uwapa, Distrik Wapoga, Distrik Yaro,
Distrik Yaur, dan Distrik Kepulauan Moora.

Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 332.900 (tiga
ratus tiga puluh duaribu sembilan ratus) hektar tersebar di Distrik Dipa,



